BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 4¢ TAHUN 2021

TENTANG

PATI NOMOR 28 TAHUN 2018 TENTANG

TA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
UPATEN BENGKAYANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BU

STRUKTUR ORGANISASI DAN TA
DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KAB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

a. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 95 Ayat (3)
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Dacrah, sehingga
Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2018 tentang
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana
Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah

Kabupaten Bengkayang perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan

Bupati Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Struktur
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis
Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten

Bengkayang.

Menimbang

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II
Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3823);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43395);

4. Untilang—Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Penml:?angan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438),

5. Undang-Undang 44 Tahun 2009 tentang Rumah
Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
7009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5072);

6. Undang-Undang Nomor S Tahun 20 14 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang
Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republlik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244);

Q. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S5887)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);

10. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang
Pedoman Organisasi Rumah Sakit;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 2036) Sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun

2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2016
tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas
Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1502);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun
2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi
Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 451)

14. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang
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Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah
Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 355
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang
Nomor 11) Sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun
2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang

(Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun
27020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah

kabupaten Bengkayang Nomor 5);

15. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2016 tentang
Susunan Organisasi dan tata Kerja Dinas Kesehatan
dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkayang
(Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016

Nomor 34)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 28 TAHUN 2018
TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT

UMUM DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2018
Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkayang diubah, sehingga

berbunyi sebagai bernikut:

1. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai bernkut:

Pasal 33

(1) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkayang
merupakan jabatan eselon Ill.a atau jabatan administrator.

(2) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dan Pegawai Negen
Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan
Pegawai yang diangkat dalam jabatan fungsional, diangkat dan
diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang dari Pegawai Negeni Sipil
yang memenuhi syarat dengan memperhatikan usul Direktur sesuai
dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(4) Pengangkatan dalam jabatan struktural dan jabatan fungsional
harus memperhatikan persyaratan dan kompetensi jabatan yang
meliputi pangkat, tingkat dan jenis pendidikan, pengalaman kena,
pendidikan dan pelatihan yang diikuti, bakat kerja, minat kerja,
ketrampilan kerja, tempramen kerja, integritas dan prestasi kena.
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(5) Syarat dan kompetensi jabatan untuk tiap jabatan struktural dan
jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati yang dirumuskan oleh
unit kerja yang bertanggung jawab di bidang organisasi.

(6) Formasi Pegawai Negeri Sipil RSUD disusun berdasarkan kebutuhan
dengan memperhatikan sifat dan jenis pekerjaan, prinsip
pelaksanaan pekerjaan dan peralatan yang tersedia.

(7) Formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), setiap tahun
ditetapkan oleh Bupati yang dirumuskan oleh unit kerja yang
bertanggung jawab di bidang organisasi.

2. Pasal 38 dihapus.

Pasal Il

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Benta Daerah

Kabupaten Bengkayang.
Ditetapkan di Bengkayang
padgf—tangg?l ¢ Swjubur 203
~“BUPATI BENGKAYANG,
NGRS 0 2
"\'  SEBASTIANUS DARWIS
_Diundangkan di Bengkayang

/,‘ Pada:tanggal ¢ Stfjuvbu 2021
/25 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG,
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